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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang 

bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi kepala kampung jengan 

danum dan kampung keay dalam penyelenggaraan pembangunan yang ada di 

desa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jengan Danum dan Desa Keay  

Kecamatan damai  Kabupaten Kutai Barat. Temuan dari penelitian ini adalah 

bahwadi Desa Keay masyarakatnya kurang antusias dalam mengikuti kegiatan 

musrembang baik secara memberikan informasi kepada masyarakat sehingga 

secara pembangunan masih belum stabil hal ini berbeda dengan Desa Jengan 

Danum secara pembangunan sudah hampir dikatakan maksimal baik secara 

fisik dan nono fisik pembangunan yang ada sehingga terciptanya transparan, 

akuntabel, parsipatif dalam semua kegiatan. 

 

Kata Kunci: tugas pokok dan fungsi, pembangunan. 

 

 
Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 
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kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan 

desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti Dalam 
melaksanakan tugas pembangunan kampung, kepala kampung memiliki 

kedudukan sebagai pemimpin kampung yang bertanggung jawab atas 

terlaksananya pembangunan. Dalam pelaksanaan tersebut kepala kampung 

memiliki fungsi utama sebagai seorang pelayan masyarakat dan sebagai 

perantara memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam 

masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. 

Sehubungan dengan penjelasan fungsi Kepala Kampung diatas maka, 

berdasarkan penjelasan para ahli mengenai fungsi sebagai berikut; 

Simandjuntak (2000:3) mengemukakan “Fungsi adalah besaran yang 

berhubungan atau besaran yang berubah”. Sedangkan Musanef (2004:10) 

menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus 

dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan 

kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu.” Dari 

penjelasan mengenai fungsi tersebut seorang kepala kampung diharapkan 

mampu dalam memahami fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat, oleh 

karena hal ini sangat menentukan keberhasilan setiap programam rancangan 

pembangunan yang telah direncanakan. 
Pembangunan di kampung, keberadaan kepala kampung sangat 

diharapakan masyarakatnya untuk dapat menjalankan tugas dan  fungsinya 

dengan baik seperti penjelasan diatas, selain mampu dalam melaksanakan 

fungsinya dengan baik, sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin juga 

harus dimiliki oleh Kepala Kampung, diantaranya senantiasa peduli terhadap 

iklim lingkungannya, mampu mendengarkan saran-saran dan pandangan-

pandangan dari orang-orang disekitarnya yang diketahui mempunyai banyak 

pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dilaksanakan, bersikap dan 

bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada 

atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta 

setia kepada pemerintahannya dan bisa memediasi dan mencari solusi dalam 

setiap permasalahan/konflik yang ada dalam masyarakat sehingga tidak 

menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Perbandingan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) Perbandingan  adalah 

perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan, serta ibarat sedangkan 

membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk 

mengetahui persamaan atau selisihnya. 
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Dalam konteks ilmu pemerintahan, S.Pamudji (dalam Linda,2011:23) 

dalam bukunya Perbandingan Pemerintahan mengatakan, kata perbandingan 

berasal dari kata banding, yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari 

suatu objek atau beberapa objek. 

Senada dengan Pamudji, Tri Kadarwati (1988) dalam Ilmu 

Administrasi Negara perbandingan menjelaskan bahwa perbandingan 

merupakan mensejajarkan serta menarik segi persamaan dan perbedaan dari 

gejala-gejala atau fenomena atau sasaran. 

 Dengan demikian Perbandingan adalah mensejajarkan serta menarik 

segi persamaan dan perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena atau sasaran 

dalam suatu objek. 

Pemerintah Kampung 

Pemerintah kampung adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern 

yang bertugas mengelola barang – barang termasuk melakukan pungutan pajak 

pada masyarakat. Sebagai institusi modern, harus membangun legitimasi yang 

di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Kampung adalah suatu 

kesatuan masyarakat kampung yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak 

asal – usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai 

pemerintahan . Kampung adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah 

kampung merupakan bagian adminitrasi dari kampung penyelenggara 

pemerintahan sehingga. Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya.Dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

kampung adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas 

mengelola barang – barang termasuk melakukan pungutan pajak pada 

masyarakat. 

 

Kepala Kampung  
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dasa, 

Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan desa perlu ada sosok 

pemimpin yang mampu mengatur, mengurus, dan menjadi teladan bagi 

masyarakat kampung yang sering disebut kepala kampung. Berdasarkan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kampung adalah 

kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain  dibantu perangkat 

kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 

Dalam hirarki pemerintahan di indonesia, terdapat hirarki pemerintahan 

mulai dari yang tertinggi yaitu pemerintah pusat sampai tingkatan yang 

terendah yaitu pemeritahan kampung yang berada di kampung. desa adalah 
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satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan 

hukum. 

 Jadi penulis dapat simpulkan bahwa kampung adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. 

 

Badan Usaha Milik Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kampung 

    Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dijelaskan pasal 14 

ayat (1) menyatakan, bahwa tugas kepala kampung adalah menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  
 Sehubungan dengan pengertian fungsi Simandjuntak (2000:3) 

mengemukakan sebagai berikut: “Fungsi adalah besaran yang berhubungan 

atau besaran yang berubah”. Musanef (2004:10) menjelaskan, “Yang dimaksud 

dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas 

utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan 

atau bagian yang tertentu. 

 

Pembangunan  

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan, dalam rangka 

menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih baik dari 

sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah dan 

masyarakat untuk itu pembangunan harus menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi masyarakat.  

Menurut Saul M. Katz yang dikutip oleh Teguh Yuwono, (2001:47)  

mengatakan bahwa pembangunan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu 

keadaan yang dipandang lebih bernilai. 

 

Jenis-jenis pembangunan 

 Pembangunan fisik 

 Menurut B. S Muljana (2001:3), pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana yaitu, 

bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunya kegiatan produksi, 

logistic, dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan lain di bidang 
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ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan. Dari semua pembangunan 

yang ada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan fokus sentral 

dari pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan 

tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses 

pelaksanaan pembangunan. 

Pembangunan non fisik 

Konsep pembangunan, khususnya pembangunan nasional di Indonesia 

menurut UU No. 25 tahun 2004 yang mengatur sistem perencanaan 

pembangunan mengatakan hakekat pembangunan nasional adalah 

pembangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan 

nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan non fisik juga 

sebuah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat, yakni berupa: 

a) Pembangunan bidang keagamaan. 

b) Pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 

c) Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban. 

d) Pelayanan terhadap masyarakat seperti pembuatan KTP, KK, 

akte kelahiran dan keterangan domisili. 

 

Pembangunan Kampung 

pembangunan kampung yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat 

desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka 

kemudian merencanakan dan mengerjakan sesuai dengan keinginan mereka, A. 

Suradji melanjutkan, bahwa potensi alam harus digali, dikembangkan dan 

dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti : tanah, hutan, sumber air, dan 

sebagainya, sedangkan potensi manusia berupa penduduk yang besar 

jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga 

mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam tersebut 

semaksimal mungkin, dilakukan oleh pemerintah secara sepihak saja akan 

tetapi melibatkan masyarakat juga tokoh masyarakat seperti kepala adat yang 

menjadi panutan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sehingga dalam 

hal ini peran kepala adat yang sangat penting untuk mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan kampung. 

 

Tujuan Pembangunan 
Tujuan pembangunan nasional identik dengan cita-cita dan tujuan 

nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amanat UUD sebuah 

negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya; 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. 
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Berdasarkan dari hakikat pembangunan nasional, maka pembangunan 

nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan : 

a.  Masyarakat yang adil dan makmur 

b.  Pemerataan kesejahteraan material dan spiritual 

Semua itu berdasarkan atas filosofi negara yang kondisi merdeka, 

berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan 

bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam pergaulan dunia 

yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. (Lemhanas,1997:17). 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.Yaitu suatu metode penelititan deskriptif dimana penelitian bertujuan 

untuk memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi kepala kampung jengan danum dan kepala kampung keay 

dalam penyelenggaraan pembangunan di desa kecamatan damai kabupaten 

kutai barat. Untuk mengambil sampel atau informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan purposive sampling.Menurut Sugiyono 

(2005) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis dari 

bulan Mei 2018-selesai. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan 

meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi.  Key informan: Kepala desa. 

Informan: Sekretaris Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Rt, Karang Taruna. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi  

Dalam sebuah organisasi seorang pemimpin harus bisa melihat yang 

mana menjadi kebutuhan utama masyarakat di desa tersebut, karena yang 

namanya aspirasi dari masyarakat banyak serta masalah dalam kebutuhan 

masyarakat tapi itu beragam tetapi harus bisa memilih dan memilah yang 

menjadi kebutuhan yang utama dalam kepentingan bersama masyarakat desa. 

Hal ini pemerintah desa perlu prinsip responsif baik dari pemerintah maupun 

dari masyarakat seperti pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) serta 

pengembangan ekonomi rakyat yang yang memang benar-benar menjadi 

kebutuhan utama masyarakat desa secara umum mengenai hal tersebut Kepala 

Desa Jengan danum dan Kepala Desa Keay memberikan penjelasan kepada 

penulis, Kepala Desa Jengan danum mengungkapkan bahwa: 
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Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di desa di sesuaikan 

dengan tugasnya masing-masing oleh aparatur desa dan dalam 

pelaksanaan penyelenggaran pembangunan digunakan 70% untuk 

pembangunan dan 30% untuk operasional, dalam pelaksanaan 

anggaran tersebut kami berdasarkan musrembang tingkat desa, 

kami catat semua yang menjadi masukan dari masyarakat dalam 

musrembang, setelah itu dibicarakan dengan BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) mengadakan musyawarah tersendiri dari 

hasil musrembang, hal tersebut untuk mencari sekala prioritas. 

Dari usulan yang ada misalkan 20 poin kita terima semua kalau 

anggaran turun penuh maka kita terima semua dan jika ada 

pemangkasan maka kita adakan penundaan pembangunan dan 

mencari skala prioritas. 

Mengenai hal tersebut penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat 

yang ada di desa Jengan Danum dan desa Keay untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Untuk saat ini dalam 

kinerja pemerintah desa Jengan Danum sudah mulai ada peningkatan baik 

dalam pembangunan secara fisik sudah kelihatan, dalam pendidikan yang ada 

di desa dari TK sampai SMA sudah ada dan juga dalam urusan pekerjaan juga 

di bantu sehingga masyarakat juga sudah tidak terlalu banyak yang mengangur, 

di bidang kesehatan juga setiap bulan sekali ada program berobat gratis untuk 

orang miskin, lansia, posyandu. 

Kinerja aparatur pemerintah desa keay saat ini dalam pelaksanaannya 

sudah baik bekerja sesuai tugasnya masing-masing di dalam 

pembangunan saat ini masih kurang di lihat dari pembangunan 

yang masih lambat, hal ini juga gedung BPU, dan gedung 

Posyandu baru tahap pembangunan sehingga saat ini orang-orang 

yang pergi berobat sementara waktu pakai gedung kantor desa. 

Sesuai dengan uraian diatas menunjukan bahwa pencapaian tujuan dari 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedua desa ini masih belum tercapai 

sesuai dengan target yang telah ditentukan.  

 

1. Partisipatif 

   

 Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak 

perencanaan, 

Pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi 

harus melibatkan bayak pihak. Artinya, dalam pengelolaan alokasi 

dana desa tidak hanya melibatkan perangkat desa saja (Pemerintah 

Desa, BPD, Pengurus LPM, RT ataupun tokoh masyarakat), serta 
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harus melibatkan masyarakat lainnya seperti petani, kaum buruh, 

perempuan, pemuda dan sebagainya. 

Seperti yang di sampaikan oleh sekretaris desa di desa jengan 

danum kepada penulis bahwa: 

”Masyarakat di sini selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan, apalagi 

dalam tahap perencanaan samapai musrembang sehingga setiap 

kegiatan yang mana yang harus di preoritas dalam tahap tahun 

pembangunan dalam pengelolaan (ADD).  

 
2. Transparan 

 Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara 

terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat 

menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang 

diperoleh dari setiap kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan 

pembangunan yang ada di desa. 

Mengenai hal tersebut penulis juga mewawancarai tokoh 

masyarakat yang ada di desa Jengan Danum dan desa Keay untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pelaksanaan pembangunan yang 

ada di desa. Penulis mewawancarai Ketua Karang Taruan desa 

Jengan Danum bahwa: 

Sesuai  ungkapan kepala desa adalah dalam pelaksanaan setiap aparatur 

desa mampu mempengaruhi masyarakat dalam setiap pelaksanaan dan 

kebutuhan olah raga ada di kampung yang ada seperti lapangan voly, dengan 

anggaran yang sudah ditetapkan, hal ini melalui musrembang setiap 

penyampaian kepala desa dapat di terima oleh masyarakat sehingga saat ini 

baik perbaikan pasar, semenisasi jalan yang mulai ada dan adil dalam 

mengambil suatu kebutuhan masyarakatnya 

. 

3. Akuntabel  

 Keseluruhan proses pelaksanaan pengunaan alokasi dana desa, 

mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan 

pencapain hasil dapat di pertanggungjawab secara efektip dan 

berhasil. 

Hal yang di ungkap oleh Kepala Desa di desa Jengan Danum 

bahwa: 

Karenan sekarang ada papan informasi yang di tempel oleh pemerintah desa 

dan masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang untuk setiap kegiatan dan 

masyarakat biasanya nengetahui jumlah ADD yang di terima BPD atau 

lembaga lainnya juga melibatkan lembaga-lembaga yang ada termaksud yang 

ada termaksud RT, kadus dan masyarakat yang secara admitrasi dalam 
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pelaksanaan kesehatan, pendidikan, serta gerja cukup baik dalam 

pembangunan. 

 

Pelaksanaan Pembangunan yang ada di desa berdasarkan (RKP-kampung) 

dan (RPJM-kampung)  

 Kepala Desa Jengan Danum mempunyai kemampuan untuk 

menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpatisipasi dalam 

pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu 

faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah 

kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan 

bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam 

pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal  berbeda dengan kepala desa sudah 

dua periode tapi dalam pembangunan masih bayak yang masih belum 

maksimal hal ini melibatkan perangkat desanya dengan yang masih kurang 

mampumenjalankan tugasnya masing-masing serta bagaimana memotivasi 

masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama 

antara kepala desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi 

kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang 

telah diprogramkan. 

 Sesuai dengan uraian diatas menunjukan bahwa pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa  sudah berjalan baik 

dimana keberadaannya telah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa jengan 

danum dan sudah pernah menjalin komunikasi dengan baik. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di lapangan mengenai 

Perbandingan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan 

Pembangunan yang ada di Desa. Berdasarkan uraian yang dapat di simpulkan 

bahwa masyarakat dalam rapat musrembang maupun kegiatan yang bersumber 

dari ADD sangat penting karena akan berdampak pada keberasilan 

pembangunan desa tersebut, dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

dalam penyelenggaraan pembangunan. Semakin trasparan suatu desa maka 

akan meningkatkan antara masyarakat maka akan mempererat partisipasi 

masyarakat. 

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pembangunan 

dilaksanakan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung 

melalui media forum rapat berdasarkan kedudukan, tugas dan 

fungsi, kewenangan serta kewajiban BPK.  
2. Faktor yang mendukung pengelolaan ADD di desa Jengan Danum dan 

desa Keay adalah kemempuan dan pengalaman pemerintahan desa dan 

lembaga terkait dalam mengelola ADD sesuai dengan perencanaan 

kerja pemerintah agar dalam menyusun tidak terlepas dari kolidornya 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 6, Nomor 4,  2018: 613-623 

 

 

622 

pemerintah desa mampu berkoordinasi dengan pihak kecamatan 

berbeda dengan desa keay dimana masyarakat sangat mendukung dari 

setiap kegiatan yang di laksanakan pemerintah desa. 

3. Hal yang menjadi penghambat dalam pembangunan baik dalam 

pengelolaan di desa jengan danum adalah masih rendah SDM 

dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih monoton, dimana 

masyarakat di sana  lebih mementingkan pembangunan dari pada 

pemberdayaan masyarakat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat 

berbeda dengan desa Keay yang masih kurang dalam pemahaman 

tentang penggunaan ADD dan pola pikir masyarakat yang lebih kearah 

pembangunan dan pemberdayaan namun pemberdayaan sudah ada tapi 

macet sehingga menimbulkan kerugian.  

Adapun saran menurut peneliti sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa sebaiknya melakukan kegiatan tugas pokok dan 

fungsi dalam mengelola ADD dengan baik dan benar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2. Pemerintah memberikan usulan tidak berpatokan dengan 

pembangunan infrastruktur saja tapi lebih baik kearah 

pemberdayaan masyarakat untuk menilai pendapat perkapita dan 

desa juga harus mempunyai PAD sendiri. 

3. Pemerintah desa sebaiknya melakukan mussyawarah bersama 

masyarakatnya agar setiap pembangunan inprastruktur yang mana 

yangharus menjadi peoritas dan mana yang tidak dalam 

menggunakan dana desa. 

4. Menambah pengadaan komputer baru untuk menunjang 

penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan yang ada 

didesa. 
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